PERATURAN
MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKY AT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG
PENY ELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKY AT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 47
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Menteri
Perumnahan Rakyat tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat;

© 1

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5188);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan
dan Organisasi Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,
Tugas, dan Fungsi Eselon | Kementerian Negara;
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8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan
Kabinet Indonesia Bersatu I1;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 03 Tahun
2011 Tentang Aturan Perilaku Auditor Inspektorat Kementerian
Perumahan Rakyat;

11. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan
Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT

TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERUMAHAN RAKYAT.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1

o N

Sistem Pengendalian Intern, yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses yang integral
pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan
seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya di singkat SPIP, adalah Sistem
Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah
pusat dan daerah.

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi
dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan
sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk
kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya di singkat BPKP,
adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada
presiden.

Unit kerja adalah unsur penyelenggara pemerintah bidang perumahan dan kawasan
permukiman di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat.

Inspektorat adalah unit kerja Kementerian Perumahan Rakyat yang secara fungsional
melaksanakan tugas Pengawasan Intern Kementerian Perumahan Rakyat dan bertanggung
jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian.

Kementerian adalah Kementerian Perumahan Rakyat.

. Menteri adalah Menteri Negara Perumahan Rakyat.
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BAB |1
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian sebagai berikut:

a landasan bagi pimpinan unit kerja dalam menyelenggarakan kegiatan mulai dari
perencanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban secara tertib, terkendali,
efisien dan efektif.

b. agar sistem pengelolaan keuangan negara di kementerian lebih akuntabel dan transparan
sehingga tercipta tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) dan
pemerintahan yang bersih (clean government).

Pasal 3
Tujuan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian untuk memberikan keyakinan
tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan bidang perumahan dan
kawasan permukiman dalam hal keandalan laporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan.

BAB 11
PRINSIP-PRINSIP PENY ELENGGARAAN SPIP

Pasal 4
Prinsip-prinsip penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian meliputi:
a. biaya dan manfaat (cost and benefit);
b. sumber daya manusia;
c. kejelasan kriteria pengukuran efektivitas;
d. perkembangan teknologi informasi;
e. praktek-praktek sehat (sound practices) yang berlaku umum; dan
f. dilakukan secara komprehensif.

BAB IV
PENY ELENGGARAAN SPIP

Pasal 5
(1) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian meliputi unsur-unsur:
a.lingkungan pengendalian;
b. penilaian risiko;
c.kegiatan pengendalian;
d. informasi dan komunikasi; dan
e.pemantauan pengendalian intern.
(2) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu dan
menjadi bagian integral dari kegiatan unit kerja

Pasal 6
(1) Lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a
merupakan kondisi dalam lingkungan unit kerja serta lingkungan kementerian secara
keseluruhan yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern.
(2) Pimpinan unit kerja wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang
menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian
Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui :
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